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ABSTRAK 

Bantuan Langsung Tunai merupakan bantuan uang kepada 

keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa. Dalam 

pelaksanaan penyalurannya, pemerintah desa berlandaskan pada 

Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2023, Pasal 36, Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2023. Kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana 

Desa disalurkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan 

diharapkan dapat memeberikan manfaat kepada masyarakat miskin 

yang terdampak Covid-19, khususnya di Desa Sinar Kedaton. 

Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan dan 

permasalahan yang terjadi mulai dari masalah pendataan yang 

berakibat pada ketepatan sasaran, adanya kecemburuan sosial yang 

menimbulkan asumsi negatif kepada masyarakat penerima bantuan. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research), dengan rumusan masalah bagaimana implementasi 

penyaluran bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin yang 

terdampak Covid-19 di desa sinar kedaton kecamatan kedaton 

peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu dan bagaimana 

perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi penyaluran bantuan 

langsung tunai pada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi penyaluran 

bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin yang terdampak 

Covid-19 di desa sinar kedaton kecamatan kedaton peninjauan raya 

kabupaten ogan komering ulu dan untuk mengetahui perspektif fiqh 

siyasah terhadap implementasi penyaluran bantuan langsung tunai 

pada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19. Data penelitian 

diperoleh langsung dari Desa Sinar Kedaton melalui metode 

wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis yang digunakan 

adalah analisis kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penyaluran 

bantuan langsung tunai di desa sinar kedaton dapat dikatakan sudah 

berjalan dengan cukup efektif, hal ini dibuktikan dengan ketepatan 

sasaran keluarga penerima manfaat dan ketepatan jumlah yang 

diberikan. Meskipun dalam waktu penyalurannya terjadi sedikit 

keterlambatan namun pemerintah berusaha memberikan himbauan 

lanjutan. Bersadarkan pandangan siyasah tanfidziyah pelaksanaan 



 
 

iii 

 

penyaluran bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin yang 

terdampak Covid-19 telah menyesuaikan dengan siyasah tanfidziyah 

yang mengatur pelaksanaan perundang-undangan yang ditetapkan 

pemerintah pusat, hal ini dibuktikan dengan adanya musyawarah yang 

diadakan pemerintah desa bersama tokoh masyarakat sebelum 

mengesahkan penerima BLT, keterbukaan terhadap informasi 

penyaluran bantuan, dan kemanfaatan bantuan untuk masyarakat 

miskin. 

Kata Kunci : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai, Covid-19, 

Fiqh Siyasah      
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MOTTO 
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َ
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َ
مْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ا

َ
هْلِهَاۙ وَاِذَا حَك

َ
ٰٓى ا مٰنٰتِ اِل

َ
ا

ْ
وا ال نْ تُؤَدُّ

َ
مْ ا

ُ
مُركُ

ْ
َ يَأ اِنَّ اللّٰه

ا  َ نِعِمَّ عَدْلِۗ  اِنَّ اللّٰه
ْ
انَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا بِال

َ
َ ك مْ بِهٖۗ  اِنَّ اللّٰه

ُ
 (85: 4)النساءۤ/ ٥٨يَعِظُك

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 

hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah  

memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.  

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar 

 lagi Maha Melihat”. 

 

 (An-Nisa'/4:58) 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul 

skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa 

istilah yang terdapat dalam skripsi, adapun judul skripsi ini 

adalah “Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) Pada Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 

Perspektif Fiqh Siyasah”. 

1. Implementasi atau sering disebut juga sebagai penerapan 

adalah suatu perbuatan dengan cara mempraktikkan untuk 

mecapai tujuan dan kepentingan bersama. Implementasi 

adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka 

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga 

kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang 

diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup 

interpretasi dari kebijakan tersebut.
1
 

2. Penyaluran adalah proses menyalurkan bantuan berupa uang 

tunai untuk memenuhi kebutuhan pokok, yang dalam hal ini 

yaitu diberikan kepada masyarakat miskin yang terdampak 

Covid-19.
2
 

3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau biasa disebut 

BLT-DD adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di 

desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi 

dampak pandemi covid-19.
3
 Bantuan ini merupakan 

kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah 

untuk memberantas kemiskinan. Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang 

(dana tunai) kepada masyarakat miskin yang terdampak 

covid-19. 

                                                           
1 Joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, (Surakarta: 

UNISRI Press, 2020), 25. 
2 ―no title,‖ n.d., https://id.m.wiktionary.org/wiki/penyaluran diakses pada 

tanggal 15 september 2022. 
3 KOMPAK (Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia), Panduan 

Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa), (Jakarta: t.p, 

2020), 11. 

https://id.m.wiktionary.org/wiki/penyaluran
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4. Covid-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan 

penyakit yang disebabakan oleh jenis coronavirus baru Sars-

CoV-2 yang menular dari manusia ke manusia lainnya 

melalui kontak erat dan droplet (percikan cairan pada saat 

batuk dan bersin), tidak melalui udara. Sejalan dengan 

pendapat Aulia, yang menyebutkan bahwa berdasarkan bukti 

ilmiah, covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia 

melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara ataupun 

orang yang paling beresiko tertular penyakit ini adalah orang 

yang kontak erat termasuk yang merawat pasien covid-19.
4
 

5. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah 

yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan 

dalam melihat suatu fenomena.
5
 Perspektif mempunyai arti 

atau bisa disebut dengan sudut pandang sebenarnya bisa 

diartikan dengan sebagai sebuah cara seseorang dalam 

menilai sesuatu yang dapat dijelentrehkan baik itu secara 

lisan maupun secara tulisan.
6
 

6. Fiqh Siyasah merupakan disiplin ilmu yang mempelajari 

tentang hal-hal yang berhubungan dengan manusia yakni 

pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk 

hukum, mulai dari pengaturan kebijaksanaan yang dibuat 

oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan dengan 

syariat islam untuk mewujudkan kemaslahan umat.
7
 

 

Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa maksud dari skripsi ini adalah 

menggambarkan tentang mekanisme penyaluran bantuan 

langsung tunaipada masyarakat miskin yang terdampak covid-19 

dalam perspektif fiqh siyasah. 

                                                           
4 Ilham, Usman Idris, and M. Zaenul Muttaqin, Pandemi Di Ibu Pertiwi 

Kajian Literatur “Penangan Pandemi Covid-19 Di Inodonesia” (Aceh: Syiah Kuala 

University Press, 2021), 10. 
5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Gramedia, 2011), 1062. 
6 Nona Adinda Sagita Putri, ―Perspektif Gender Dalam Novel Saman Karya 

Ayu Utami,‖ (Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra) Vol 3, no. No 2 (2019): 834–41. 
7 Muhammad Ramadhan, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh 

Siyasah, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), 17. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Pada akhir 2019 atau lebih tepatnya sejak 31 Desember 

2019 World Health Organization (WHO) menlaporkan adanya 

wabah penyakit yang disebabkan oleh infeksi Coronavirus baru. 

Penyakit tersebut terjadi di kota Wuhan-Cina. Melihat laju 

penyebaran coronavirus yang kian meningkat secara signifikan 

hingga menyerang ke berbagai negaraOrganiasi Kesehatan Dunia 

kemudian menetapkan wabah coronavirus sebagai pandemi pada 

Rabu 11 Maret 2020. 

Center for Disease Control and Prevention (CDC) 

Amerika Serikat mendefinisikan pandemi sebagai epidemi yang 

telah menyebar ke beberapa negara atau benua dan 

mempengaruhi banyak orang. Istilah pandemi sendiri dikenal 

dalam epidemiologi, atau ilmu yang mempelajari pola 

penyebaran penyakit. Menurut Profesor Amin Soebandiro, 

direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, pandemi terjadi di 

seluruh dunia atau di beberapa negara, sedangkan epidemi terjadi 

di lingkungan yang terbatas atau hanya di satu negara. Kataluna 

Porta, seorang ahli epidemiologi dan peneliti, mendefinisikan 

pandemi sebagai epidemi, dan biasanya menyerang banyak orang 

dalam skala yang melampaui batas internasional.
8
 

Pandemi adalah wabah penyakit yang telah menyebar 

melintasi perbatasan di seluruh dunia. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa pandemi merupakan penyakit kelas dunia. Selama 

pandemi, terjadi wabah, yaitu penyakit antar negara. Lebih kecil 

dari epidemi adalah wabah yang menyebar dari tingkat regional 

hingga batas negara. Dan yang lebih kecil dari wabah itu adalah 

Endemik, yang terjadi di tingkat daerah. 

Di negara Indonesia sendiri mengumumkan adanya Covid-

19 pada Maret 2020.Adanya pandemi Covid-19 ini sangat 

berdampak buruk disegala aspek kehidupan, seketika merubah 

keadaan dari krisis kesehatan menjadi krisis pada sektor 

perekonomian yang menyebabkan bertambahnya angka 

penduduk miskin. Dalam menangani adanya kasus awal 

                                                           
8 Ilham, Usman Idris, and M. Zaenul Muttaqin, Pandemi Di Ibu Pertiwi 

Kajian Literatur “Penangan Pandemi Covid-19 Di Inodonesia," 9.  
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terinfeksi Covid-19 yang kian meningkat, pemerintah tingkat 

pusat, tingkat daerah, sampai tingkat RT dan RW mulai membuat 

kebijakan-kebijakan sebagai upaya menekan penyebaran Covid-

19 semakin meluas. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah 

yaitu dengan dengan dikeluarkanya Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan 

Penangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada 

penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19.
9
 

Ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam 

kehidupan masyarakat, terkait dengan kebutuhan sehari-hari 

seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain 

sebagainya yang semua ini harus terpenuhi dan menjadi 

kebutuhan ekonomi. Adapun dampak Covid-19 yang ditimbulkan 

dalam sektor ekonomi yaitu pelaku usaha mengalami penurunan, 

masyarakat kehilangan pekerjaan (PHK), pengurangan 

penghasilan, daya beli masyarakat turun, dan harga komoditas 

turun ekspor terhenti akibat pebatasan dan penutupan wilayah 

atau negara.
10

 

Pemberlakuan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan 

Sosial Berskala Besar ini ternyata tidak hanya berdampak besar 

terhadap penurunan perekonomian di Indonesia tetapi juga 

menyebabkan meningkatnya angka pengangguran yang cukup 

signifikan, terutama pada masyarakat kelas menengah ke bawah 

yang merupakan golongan masyarakat dengan resiko paling 

tinggi terdampak wabah Covid-19. Apabila dalam waktu dekat 

tidak ada perubahan, maka akan membuat kehidupan mereka 

semakin memprihatinkan dan jatuh dalam jurang kemiskinan.
11

 

Dalam upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk menanggulangi permasalahan yang diakibatkan 

                                                           
9 Norma Setiyana and Dani Amran Hakim, ―Upaya Pemerintah Desa 

Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Desa Jatibaru, Lampung 

Selatan,‖ AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law 1, no. 2 (2021): 96. 
10 Alif Firman Firdausy, dkk., The Covidpedia Oponi-Refleksi-Review-Praktik 

Baik, (Malang: Media Nusa Creative,  2021), 53. 
11 Ni Made Kitty Putri Suari, Ni Putri Niti Suari Giri, ―Analisis Terhadap 

Potensi Maladministrasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Selama Pandemi 

Covid-19,‖ Jurnal Kertha Negara, Vol. 9, No. 2, (2021): 108. 
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pandemi Covid-19 di masyarakat. Salah satu kebijakan yang 

diambil  yaitu dengan menyalurkan program Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) pada masyarakat miskin yang terdampak covid-19. 

Dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait 

penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana 

Desa (BLT-DD). Peraturan tersebut mengacu pada Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
12

  

Kemudian seiring berjalannya waktu, pandemi semakin 

terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah 

penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih 

difokuskan untuk pemulihan ekomoni dan percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem. Salah satunya yaitu dengan 

disalurkannya kembali bantuan langsung tunai tahun 2023. Hal 

ini berdasarkan pada Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 

Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. 

Perubahan peraturan menteri ini difokuskan utnuk menangani  

kesulitan masyarakat miskin terutama miskin ekstrem dalam 

memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit atau setidaknya 

dapat mengurangi beban hidup akibat Covid-19. Bantuan ini 

bersumber dari Dana Desa yang kemudian disebut sebagai 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). 

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

disalurkan berdasarkan ketentuan bagi keluarga penerima 

                                                           
12 KOMPAK (Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia), Panduan 

Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa), 2. 
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manfaat dan alokasi dana yang disalurkan. Pemertintah Desa 

wajib menganggarkan dan melaksankan kegiatan Penyaluran 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Kepala Desa menetapkan 

peraturan kepala desa mengenai penetapan jumlah KPM 

(Keluraga Penerima Manfaat), tidak terdapat penyaluran Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa, jika tidak terdapat calon KPM BLT-

DD yang memenuhi kriteria dan melaporkan realisasi penyaluran 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Berdasarkan Pasal 36, 

Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa keluarga yang 

berhak menerima BLT-DD adalah keluarga msikin yang terdata 

dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang 

tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria, yaitu 

tidak mendapat bantuan dari PKH (Program Keluarga Harapan), 

atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPTN), atau bantuan melalui 

Kartu Prakerja, mengalami kehilangan mata pencaharian, 

mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, 

diutamakan keluarga miskin dari kelompok masyarakat yang 

rentan, seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, 

penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
13

 

Kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

disalurkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan diharapkan 

dapat memeberikan manfaat kepada korban Covid-19, khususnya 

dalam hal ini di pedesaan. 

Namun, jauh sebelum dikeluarkannya peraturan oleh 

pemerintah yang bertujuan untuk memelihara kelangsungan 

hidup bagi setiap warga negara, di dalam ajaran agama Islam 

perhatian terhadap kaum miskin juga dibuktikan dari ayat-ayat al-

qur’an yang diungkapkan kepada Nabi SAW. Bahkan sebelum 

negara Islam terbentuk di Madinah. Orang-orang yang beriman 

didorong untuk memberikan makan orang-orang yang kelaparan 

dan juga agar selalu saling meningatkan sesamanya untuk 

menolong fakir miskin. 

                                                           
13 Ashari, Panduan Praktis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

(BLT-Dana Desa April 2020), (tt.p: t.p, 2020), 120. 
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Ayat-ayat al-Qur’an yang meyinggung tentang perintah 

agar menafkahkan harta bendanya terhadap orang-orang yang 

membutuhkan. al-Qur’an surat Al-Hadid [57]: 7 

مَنُيْاٰا
ٰ
ٰا ذِينَْ

َّ
ال َـ يْهِِٰۗ ِـ ٰ فِيْنَ

َ
سْخَخْل ٰمُّ مْ

ُ
ك
َ
ٰجَػَل ا ٰمَِِّ نْفِلُيْا

َ
ٰوَا ٰوَرَسُيْلِهٖ ِ ٰةِاللّٰه ٰمِٰنُيْا

تِيْدٌٌٰۚ
َ
كٰ جْرٌ

َ
ىُمْٰا

َ
نْفَلُيْاٰل

َ
مْٰوَا

ُ
ٰ(75ٰ:5)ٰالحديد/٧ٰمِنْك

“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di 

jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) 

telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, 

orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan 

(hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat 

besar”. (Al-Hadid/57:7) 

Ayat-ayat al-Qur’anyang membicarakan mengenai hak 

menafkahkan harta bendanya, baik berupa zakat maupun 

sedekah, untuk orang miskin yang meminta bantuan dan orang 

miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada 

orang lain dipertegas pula dalam surat Az-Zariyat [51]: 19 

مَحْرُوْمِٰ
ْ
اىِٕۤلِٰوَال ِلسَّ

 
ٰل مْيَالِىِمْٰحَقٌّ

َ
ريٰج/١٩ٰوَفِيْْٰٓا ٰ(75ٰ:51)ٰالذه

“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang 

meminta dan yang tidak meminta”. (Az-Zariyat/51:19) 

Namun pada kenyatannya dalam menjalakan proses 

penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terdapat 

berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh 

pemerintah. Tantangan dan permasalahan yang terjadi mulai dari 

masalah pendataan yang berakibat pada ketepatan sasaran yakni 

apakah bantuan tersebut dalam pelaksanaanya telah tepat sasaran, 

adanya kecemburuan sosial yang menimbulkan asumsi negatif 

kepada masyarakat penerima bantuan seperti dugaan adanya 

masyarakat mendapat bantuan double, bantuan diberikan kepada 

kerabat dekat aparat desa, dan menganggap dirinya berhak 

mendapat bantuan padahal tidak berhak. 

Untuk itu perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun 

lintas tingkatan pemerintahan yang baik untuk menghindari 
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terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, 

khususnya dalam mencegah terjadinya penyalagunaan dana 

Bantuan Langsung Tunai dan penyaluran yang tidak tepat sasaran 

dalam memberikan bantuan tersebut. Berdasarkan latar belakang 

pemasalahan yang telah diuraikan di atas serta untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunaidana 

desa di desa sinar kedaton kecamatan kedaton peninjauan raya 

kabupaten ogan komering ulu. Maka peneliti tertarik untuk 

menulis skripsi dengan judul Implementasi Penyaluran Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Yang 

Terdampak Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah. 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah menetapkan tempat spesifik yang 

akan diteliti, dimana dalam hal ini dibuat setelah melakukan 

pengkajian dan pengamata lapangan serta berdasarkan pada latar 

belakang yang telah diuraikan di atas yaitu Implementasi 

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat 

Miskin yang Terdampak Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah di 

Desa Sinar Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya 

Kabupaten Ogan Komering Ulu. Fokus penelitian tersebut 

dijabarkan menjadi sub-fokus sebagai berikut : 

1. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Penyaluran 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin 

yang Terdampak Covid-19 di Desa Sinar Kedaton 

Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan 

Komering Ulu 

2. Sub-fokus penelitian ini adalah Perspektif Fiqh Siyasah 

terhadap Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) Pada Masyarakat Miskin yang Terdampak Covid-19 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat 

menarik beberapa rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin yang Terdampak 
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Covid-19 di Desa Sinar Kedaton Kecamatan Kedaton 

Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu? 

2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi 

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada 

Masyarakat Miskin yang Terdampak Covid-19? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Penyaluran 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin 

yang Terdampak Covid-19 di Desa Sinar Kedaton 

Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan 

Komering Ulu 

2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah 

terhadap Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) Pada Masyarakat Miskin yang Terdampak Covid-19 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai sumber data 

awal ataupun informasi bagi pembaca maupun peneliti, 

sebagai sarana bagi peneliti untuk dapat lebih memahami 

dan meningkatkan kemampuan dalam penelitian serta 

penulis berharap penelitian ini bisa menjadi acuan bagi 

peneliti selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini dimaksudkan untuk suatu syarat dalam 

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana 

Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk 

memberikan wawasan yang lebih luas bagi penulis dan dapat 

diterima serta dipertanggungjawabkan keabsahan karya ilmiah ini 

kepada para pembaca. Berdasarkan beberapa penelitian yang 
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sudah di lakukan sebelumnya terdapat pembahasan yang 

berkaitan denganImplementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Pada Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19, 

diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin, Universitas 

Muhammadiyah Mataram dengan judul ―Implementasi 

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Tua Nanga 

Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 

2020‖.
14

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah, 

Bagaimana Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano dan Apa 

sajakah Pendukung dalam Pelaksanaan Program Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto 

Tano. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin 

menunjukkan bahwa implementasi program bantuan 

langsung tunai pada masyarakat miskin di Desa Tua Nanga 

Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Meliputi 

komunikasi yaitu sosialisasi program BLT dimana tingkat 

keberhasilan jika informasi sampai tingkat palaing bawah 

dari sasaran tersebut. Kemudiaan dimana kelembagaan tim 

koordinasi program BLT pada tingkat kabupaten dapat 

dioptimalisasi fungsi dan tin koordinasi penanggulangan 

kemiskinan daerah (TKPDK) dan pemerintah desa. Namun 

yang jadi masalah satu kendala yang dihadapi adalah Sumber 

Daya Manusia yang dimiliki pemerintah desa. Persamaan 

penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis adalah sama-sama membahas terkait Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) sebagai data penelitian. Adapun 

perbedaanya terdapat pada objek, analisis fiqh siyasahnya. 

Skripsi yang ditulis oleh Burhanuddin merupakan penelitian 

yang dilakukan di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano 

dengan menganalisis tentang implementasi program Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) tanpa melibatkan pandangan fiqh 

siyasah. Sedangkan skripsi ini dilakukan di Desa Sinar 

                                                           
14 Burhanuddin, ―Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di 

Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020‖ 

(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021). 
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Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten 

Ogan Komering Ulu dengan menganalisa tentang 

implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

berdasarkan pandangan Fiqh siyasah. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfaslin, Institut Agama 

Islam Negeri Parepare dengan judul ―Implementasi 

Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 Di 

Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten 

Sidrap (Analisis Siyasah Dusturiyah)‖.
15

 Beberapa 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana implementasi kebijakan program BLT Tahun 

2020 di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap, apa saja 

kendala dalam pelaksanaan penyaluran program BLT Tahun 

2020 di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap dan 

bagaimana penerapan konsep prinsip-prinsip siyasah dalam 

program BLT. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Zulfaslin menunjukan bahwa Implementasi program bantuan 

langsung tunai kelurahan macorawalie telah dilaksanakan 

pada tahun 2020 ditandai dengan wawancara dengan 

beberapa informan selaku pelaksana dan penerima bantuan 

sosial. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

program tersebut ialah ada pada data terpadu yang 

diverifikasi oleh pusat dan masalah yang muncul seperti 

belum terpenuhinya kebutuhan dasar warga, lambatnya 

pencairan dana, dan masih ada warga yang belum tersentuh 

program bantuan langsung tunai disebabkan pendataan 

masyarakat miskin yang tidak dilakukan setiap tahunnya. Jika 

dilihat dari penerapan prinsip siyasah dalam program bantuan 

sosial di kelurahan macorawalie belum optimal dikarenakan 

masih ada beberapa prinsip yang tidak sesuai dengan prinsip 

siyasah. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfaslin memiliki 

persamaan yang cukup signifikan, karena permasalahan yang 

dikaji seputar implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

Namun, masih terdapat beberapa perbedaan yaitu penelitian 

                                                           
15 Zulfaslin, ―Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai 

Tahun 2020 Di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap 

(Analisis Siyasah Dusturiyah)‖ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021). 
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yang dilakukan Zulfaslin berfokus pada implementasi 

kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi 

penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Perbedaan 

lainnya, terdapat pada teori yang digunakan untuk 

menganalisis permasalahan, penulis bermaksud 

menggunakan teori yang sesuai dengan permasalahan yang 

akan dikaji yaitu teori Fiqh siyasah tanfidziyah. 

3. Jurnal yang berjudul ―Penyaluran Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa (BLT-DD) Dimasa Pandemi Covid-19 Di Desa 

Pewisoa Jaya Kabupaten Kolaka‖ yang ditulis oleh 

Musdalifah, La Ode Asrun Azis R, dan Firdaus dalam Jurnal 

Politik dan Governance pada tahun 2022.
16

 Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui praktik penyaluran Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dimasa Pandemi 

Covid-19 di Desa Pewisoa Jaya Kecamatan Tanggetada 

Kabupaten Kolaka. Penelitian ini merupakan 

penelitiandeskriptif kualitataif dengan metode pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program 

program BLT-DD dimasa Pandemi Covid-19 di Desa 

Pewisoa Jaya Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, 

belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari 

penetapan nama-nama Kartu Keluarga (KK) sebagai 

penerima BLT-DD belum tepat sasaran. Dalam hal ini Desa 

Pewisoa Jaya tidak pernah dilakukan pembaharuan Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) meskipun mereka 

mendatangi rumah masyarakat untuk mengumpulkan data 

masyarakat sebagai calon penerima BLT-DD. Pencapaian 

tujuan dari kebijakan program di Desa Pewisoa Jaya belum 

berjalan secara optimal, karena masih ada ditemukan 

masyarakat yang kategori mampu dan sudah pernah 

mendapatkan bantuan sosial lain tapi namanya terdaftar lagi 

                                                           
16 Musdalifah, La Ode Asrun Azis R, dan Firdaus, ―Penyaluran Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Dimasa Pandemi Covid-19 Di Desa Pewisoa 

Jaya Kabupaten Kolaka,‖ Madika: Jurnal Politik dan Governance 2, no. 1 (19 Juli, 

2022): 1–18, https://doi.org/10.24239/madika.v2i1.1016. 
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sebagai penerima BLT-DD, sedangkan masih banyak 

masyarakat miskin yang belum pernah tersentuh bantuan 

sosial sehingga tujuan dari program BLT-DD belum 

sepenuhnya tepat sasaran. Meskipun penelitian yang 

dilakukan oleh Musdalifah, La Ode Asrun Azis R, dan 

Firdaus memiliki kesamaan yang cukup signifikan karena 

permasalahan yang diteliti sama yaitu penyaluran Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) namun masih terdapat perbedaan 

yaitu penulis bermaksud menggunakan teori fiqh siyasah 

tanfidziyah untuk menganalisis penyaluran Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat miskin yang 

terdampak Covid-19 di Desa Sinar Kedaton. 

Dari beberapa penelitian yang telah di paparkan di atas 

dapat disimpulkan ada beberapa persamaan dan perbedaan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis memiliki variabel yang sama yaitu 

membahas terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT), sedangkan 

perbedaannya terletak pada objek penelitian, teori yang akan 

digunakan atau sudut pandang yang membahas implementasi 

penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat 

miskin yang terdampak Covid-19 di Desa Sinar Kedaton 

Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan 

Komering Ulu dalam Perspektif Fiqh Siyasah. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan oleh para 

peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan penelitian, cara peneliti mengumpulkan 

dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan 

dan mencapai tujuan-tujuan penelitian.
17

 Pada bagian ini akan 

dijelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian, yakni : 

 

 

 

                                                           
17 Ismail Suardi Wekke, Metode Penelitian Pendidikan bahasa, (Yogyakarta: 

Gawe Buku, 2019), 49. 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 

lapangan (field research) yaitu penelitian yang 

dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya.
18

 

Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses 

atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, 

menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta 

menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.
19

 

Adapun yang menjadi objek penelitian lapangan 

tersebut adalah Desa Sinar Kedaton Kecamatan 

Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering 

Ulu. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni 

berisi pemaparan/penggambaran dengan kata-kata 

secara jelas dan terperinci, maknanya yang bersifat 

deskripsi, bersifat menggambarkan apa adanya sesuai 

fakta dan data yang ditemukan.
20

 Adapaun sifat 

penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif 

analisis maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam 

menganalisis berkeinginan untuk memberikan 

gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek 

penelitian sebagaimana hasil penelitian yang 

dilakukan.
21

  

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan 

(universum) objek penelitian dari beberapa wilayah dan 

memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan 

                                                           
18 Kartono, Kartini, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, (Bandung: Mandar 

Maju, 1996), 32. 
19 Surya Dharma, Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian Pendidikan, 

(Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 24. 
20 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University 

Press, 2020), 14. 
21 Ibid, 105. 
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masalah penelitian dapat berupa manusia, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap 

hidup dan sebagainya sehingga objek-objek ini dapat 

menjadi sumber data penelitian yang dapat diteliti oleh 

para peneliti.
22

 Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah kepala desa, perangkat desa yang berjumlah 

sepuluh orang dan masyarakat desa sinar kedaton yang 

menerima bantuan langsung tunai. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono, sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut dan dapat mewakili seluruh populasi. Jika 

populasi penelitian sangat besar, tidak mungkin 

mempelajari semua individu atau objek dalam populasi 

satu per satu. Maka cukup diambil sampel dari populasi 

tersebut.
23

 Dalam penentuan dan pengambilan sampel 

peneliti menggunakan teknik sampling purposif 

(purposive sampling), adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan khusus 

tersebut mencakup, misalnya, orang yang memenuhi 

kriteria dan yang dianggap paling tahu tentang objek 

yang diteliti.
24

 Adapun yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah mereka yang dapat memberikan 

informasi terkait implementasi penyaluran bantuan 

langsung tunai yakni 1 orang kepala desa, 2 orang 

perangkat desa sebagai perwakilan yang 

bertanggungjawab atas penyaluran bantuan tersebut, 

dan 5 masyarakat penerima bantuan langsung tunai. 

3. Sumber Data 

Data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu 

dari suatu fenomena yang dihasilkan melalui pengamatan.
25

 

Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan 

                                                           
22 Wekke, Metode Penelitian Pendidikan bahasa, 118. 
23 Ibid, 121. 
24 Ibid, 133. 
25 Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, Metode Penelitian 

Kualitatif, 2 ed. (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 29. 
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angka. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan 

peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-

kategori.
26

 Menurut Sarwono, data penelitian kualitatif 

dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data 

sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data teks hasil 

wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan 

informan yang sedang dijadikan sampel dalam 

penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh 

peneliti. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data-data yang sudah 

tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan 

membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini 

biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah 

oleh peneliti sebelumnya. Termasuk dalam kategori 

data tersebut adalah: dokumen, pengumuman, surat-

surat, spanduk, foto, animasi, billboard, hasil rekaman 

kaset, film, video, iklan di televisi, dan lain 

sebagainya.
27

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara (Interview) 

Teknik wawancara merupakan teknik penggalian 

data melalui percakapan yang dilakukan dengan 

maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. 

Pewawancara (interviewer) adalah orang yang 

memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang 

diwawancarai (interviewee) berperan sebagai 

narasumber yang akan memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang disampaikan.
28

Adapun mereka yang 

dapat memberikan informasi terkait implementasi 

penyaluran bantuan langsung tunai yakni 1 orang 

                                                           
26 Ibid, 30. 
27 Ibid, 34. 
28 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian 

Pendidikan Bahasa (Surakarta, 2014), 125. 
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kepala desa, 3 orang 3 orang perangkat desa sebagai 

perwakilan yang bertanggungjawab atas penyaluran 

bantuan tersebut, dan 5 masyarakat penerima bantuan 

langsung tunai. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan satu teknik 

pengumpulan data dengan memanfaatkan catatan, arsip, 

gambar, film, foto, dan dokumen-dokumen lainnya. 

termasuk dalam dokumen itu adalah catatan penting 

yang berhubungan dengan masalah, yang 

memungkinkan pemerolehan data secara lengkap, sah, 

dan bukan berdasarkan perkiraan saja.
29

  

5. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, penulis akan terlebih dahulu 

melakukan pengelolaan data dengan cara reduksi data, 

penyajian data, verifikasi dan kesimpulan. 

a. Reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-

hal pokok, melakukan pemisahan hal-hal penting 

dan tidak penting sehingga data yang terkumpul 

lebih terfokus pada tujuan penelitian. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan 

memeberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

memepermudah penelitian untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya.
30

 

b. Penyajian data, dalam penelitan kualitatif 

penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

tabel, uraian singkat, grafik, flip card, dan 

sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka 

data terorganisasikan, tersusun sehingga akan 

mudah dipahami.
31

 

c. Verifikasi dan Kesimpulan, merupakan tahap 

akhir dalam penelitian dimana data-data yang 

                                                           
29 Ibid, 143. 
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Untuk Penelitian Yang Bersifat 

Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif) (Bandung: Alfabeta, 2017), 338. 
31 Ibid, 341. 
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telah diperoleh akan ditarik kesimpulan sebagai 

hasil keseluruhan dari penelitian.
32

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan 

terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan 

menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya 

(dalam kerangka teori/kepustakaan).
33

 Analisa yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis yang bersifat kualitataif. Analisis kualitatif 

merupakan anlisis data yang tidak menggunakan angka 

melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) 

dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih 

mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan 

kuantitas.
34

 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, data-data 

tersebut ditelaah dan diolah guna memperoleh jawaban dari 

permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. 

kemudian dijadikan sebagai bahan laporan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika Pembahasan yang menjadi kegitan dalam 

proses penyusunan karya tulis ilmiah ini terdiri dari lima bab, 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri atas penegasan judul, 

latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika 

pembahasan. 

BAB II Landasan Teori, bab ini memaparkan tentang 

pengerian fiqh siyasah, dasar hokum fiqh siyasah, ruang lingkup 

dan tujuan fiqh siyasah, teori siyasah tanfidziyah, penegertian 

implementasi dan faktor yang mempengaruhinya, pengertian 

bantuan langsung tunai, dana desa, landasan hukum penyaluran 

                                                           
32 Djam’an Satori and Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 200. 
33 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 104. 
34 Ibid, 107. 
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bantuan langsung tunai, syarat dan tujuan penerima bantuan 

langsung tunai, mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai, 

definisi kemiskinan, faktor penyebab kemiskinan, indikator 

kemiskinan, dan program pengentasan kemiskinan. 

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, bab ini berisikan 

analisis tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu desa 

Sinar Kedaton dan implementasi penyaluran bantuan langsung 

tunai pada masyarakat miskin yang terdampak covid-19. 

BAB IV Analisis Penelitian, bab ini berisi tentang  analisis 

implementasi penyaluran bantuan langsung tunai pada 

masyarakat miskin yang terdampak covid-19 dan analisis fiqh 

siyasah tehadap implementasi penyaluran bantuan langsung tunai 

pada masyarakat miskin yang terdampak covid-19 di desa Sinar 

Kedaton. 

BAB V Penutup, bab ini berisi simpulan dan rekomendasi 

yang diperoleh melalui hasil analisis dan temuan data penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat 

gabungan yang terdiri dar kata fiqh dan siyasah. Kata fiqh 

dikenal sebagai pemahaman yang mendalam dan juga akurat 

sehingga seseorang dapat dengan mudah memahami dan 

mengetahui perihal isi dari hal tertentu. Fiqh juga lebih 

popular dikenal sebagai ilmu dalam hukum syara‟ yang sifat 

perbuatannya lebih mudah dipahami dengan dalil yang rinci 

dan lebih mendalam.
35

 

Untuk asal muasal kata Siyasah, terdapat pendapat 

dari tiga ahli yang masing-masing memiliki pendapatnya: 

a. Menurut al-Maqrizy, siyasah berasal dari bahasa 

mongol yaitu kata yasah yang mendapat imbuhan 

huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di 

baca siyasah. Pendapat tersebut di dasarkan 

kepada sebuah kitab undang-undang milik 

Jengish khan yang berjudul ilyasa; 

b. Ibn Taghri Birdi berpendapat bahwa kata siyasah 

berasal dari tiga bahasa sekaligus yaitu turki, 

mongol dan Persia; 

c. Terakhir Ibnu Manzhur memiliki pendapat bahwa 

siyasah berasal dari bahasa arab, yakni bentuk 

mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-

siyasatun, yang memiliki arti sebagai pelatih 

kuda.
36

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa arti dari fiqh siyasah adalah ilmu yang secara khusus 

mempelajari tentang hal yang secara khusus mengatur 

tentang masyarakat dan juga negara dalam lingkup hukum, 

dan juga beberapa kebijaksanaan yang dibuat pemerintah 

                                                           
35 Khamami Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Fiqih Siyasah; Doktrin Dan 

Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2015), 31. 
36 Djazuli, Fiqh Siyasah (Damaskus: Dar al-Qalam, 2015), 45. 
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yang sejalan dengan aturan dalam syariat untuk mencapai 

kesejahteraan umat. Obyek yang diteliti atau dipelajari 

dalam fiqh siyasah berhubungan dengan peraturan 

perundang-undangan dan obyek organisasi tetentu yang 

bertujuan mencapai kemaslahatan umat manusia, dan juga 

hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang 

berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dibebankan 

kepada masing-masing pihak untuk negara.
37

 

Fiqh siyasah atau hukum Islam sebagai bagian dari 

fiqh tentunya mempunyai sumber dalam pengkajiannya. 

Sebelum memaparkan sumber hukumnya peneliti akan 

sedikit memberi penjelasan sebagai beikut: 

a.  Al-Qur’an; merupakan wahyu dari Allah. dan 

sumber hukum Islam yang paling utama yang 

diturunkan kepada nabi Muhammad sebagai 

pedoman hidup manusia, mengandung asas-asas 

hukum yang mendasar yang harus dipelajari dan 

dikembangkan lebih lanjut secara seksama. 

Allah berfirman dalam al-Qur’an surat Asy-Syura 

ayat 52: 

نْجَٰحَدْرِيْٰمَا
ُ
كٰ مْرِنَاِٰۗمَا

َ
نْٰا يْكَٰرُوْحًاٰم ِ

َ
ٰاِل وْحَيْنَآْ

َ
ذٰلِكَٰا

َ
ٰوكَ

ٰمَنْٰ ٰةِهٖ ٰنَّىْدِيْ ٰنُيْرًا نٰهُ
ْ
ٰجَػَل كِنْ

ٰ
ٰوَل اِيْمَانُ

ْ
ٰال ا

َ
ٰوَل كِتٰبُ

ْ
ال

سْخَلِيْمٍٍٰۙ ىٰصِرَاطٍٰمُّ
ٰ
ٰاِل خَىْدِيْْٓ

َ
ٰغِتَادِنَاِٰۗوَاِنَّكَٰل ٰمِنْ شَاۤءُ

َّ
٥٢ٰن

ٰ(24ٰ:74)الشيرى/
“Demikianlah Kami mewahyukan kepadamu 

(Nabi Muhammad) rūh (Al-Qur‟an) dengan 

perintah Kami. Sebelumnya engkau tidaklah 

mengetahui apakah Kitab (Al-Qur‟an) dan 

apakah iman itu, tetapi Kami menjadikannya (Al-

Qur‟an) cahaya yang dengannya Kami memberi 

petunjuk siapa yang Kami kehendaki di antara 

hamba-hamba Kami. Sesungguhnya engkau 

                                                           
37 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam 

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 30. 
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benar-benar membimbing (manusia) ke jalan 

yang lurus”, (Asy-Syura/42:52) 

 

Surat Az-Zukhruf ayat 2-4: 

ٰ مُتِيْنٍِٰۙ
ْ
ٰال كِتٰبِ

ْ
م٢ْٰٰوَال

ُ
ك
َّ
ػَل
َّ
ٰل ا ٰغَرَبِيًّ نًا

ٰ
ٰكُرْا نٰهُ

ْ
ٰجَػَل اِنَّا

يْنٌَٰۚ
ُ
د٣َٰٰحَػْلِل

َ
كِتٰبِٰل

ْ
ٰال ِ م 

ُ
ٰحَكِيْمٌِٰٰۗوَاِنَّهٰٗفِيْْٰٓا ػَلِيٌّ

َ
٤ٰيْنَاٰل

ٰ(-:ٰالزخرف/)
“Demi Kitab (Al-Qur‟an) yang jelas. 

Sesungguhnya Kami menjadikannya sebagai Al-

Qur‟an yang berbahasa Arab agar kamu 

mengerti. Dan sesungguhnya (Al-Qur‟an) itu 

berada di dalam Ummul Kitāb (Lauh Mahfuz) di 

sisi Kami, benar-benar (bernilai) tinggi, dan 

penuh hikmah”. (Az-Zukhruf/43:2-4) 

 

b. Sunnah atau hadis; merupakan sumber hukum 

Islam yang kedua setelah al-Qur’an berupa 

perkataan, sikap, cara hidup dan perbuatan 

mengenai rasulullah yang tercatat dalam kitab-

kitab hadis.
38

 

ٰةِىَاإِلىَٰيَيْمِٰ
َ
خْرُٰمَنْٰغَمِل

َ
خْرُوَاوَأ

َ
ٰأ ٰحَسَنَثً ثً ٰسُىنَّ مَنْٰسَنَّ

ٰ
َ
يْهِٰوِزْرُوَاوَوِزْرُمَنْٰغَمِل

َ
ػَل َـ ئَثً ِ

ثًٰسَي  ٰسُىنَّ للِيَامَثِ,وَمَنْٰسَنَّ
ْ
ا

للِيَامَثِ.ٰٰ)رواهٰمسلم(
ْ
 ةِىَاإِلىَٰيَيْمِٰا

“Barang siapa yang memebri contoh tuntunan 

perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan 

pahala perbuatan tersebut serta pahala mereka 

yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan 

barang siapa yang memebri contoh perbuatan 

yang buruk, ia akan mendapatkan siksaan 

perbuatan tersebut dan siksaan mereka yang 

menirunya sampai hari akhir.” (HR. Muslim) 

                                                           
38 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata 

Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 73. 



24 

 

 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Terdapat perbedaan pendapat pula mengenai ruang 

lingkup dari fiqh siyasah dari para ahli yang memiliki 

pengetahuan di bidang ini. Salah satunya adalah Al- 

Mawardi yang membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi 

lima bidang, yaitu: 

a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan 

perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah).  

b. Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah)  

c. Peradilan (Siyasah Sadha‟iyah) 

d.  Hukum perang (Siyasah Harbiah).  

e. Administrasi negara (Siyasah Idariyah).
39

 

 

Berbeda lagi menurut T.M Hasbi yang membagi fiqh 

siyasah dalam delapan jenis bidang, yang terdiri dari: 

a. Pembuatan peraturan perundang-undangan; 

b. Bidang hukum; 

c. Politik peradilan; 

d. Bagian perekonomian; 

e. Pengadministrasian; 

f. Hubungan internasional; 

g. Pelaksanaan aturan yang tercantum dalam 

undang-undang; 

h. Peperangan.
40

 

 

Ruang lingkup dari fiqh siyasah selanjutnya dapat 

diringkas bahwa fiqh ini terdiri dari beberapa ruang lingkup, 

yaitu: 

a. Politik perundang-undangan (al-siyasah al-

dusturiyah) yang terdiri dari penetapan hukum 

atau tasyri’iyah, peradilan (qadha‟iyah), dan 

juga administrasi pemerintahan (idariyah); 

b. Politik luar negeri (al-siyasah al-khajuriyah) 

yang terdiri dari bagian keperdataan antara 

                                                           
39 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Prenanda Media, 2014), 14. 
40 Ibid. 
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masyarakat muslim dengan non-muslim (al-

Siyasah al-Duali al-„Am) yang kemudian 

merujuk pada pengertian hubungan 

internasional; 

c. Politik keuangan (al-siyasah al-maliyah) yang 

termasuk dalam bagian ini adalah pemerintah, 

perdagangan internasional, pajak, perbankan, 

dan sebagainya yang berbau hal ekonomi 

negara.
41

 

 

3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah 

Dalam penerapan fiqh siyasah bagi sebuah penelitian, 

terdapat hal-hal yang ingin dicapai dengan penggunaan fiqh 

tersebut, beberapa prinsip yang hendak dicapai kaitannya 

dengan fiqh siyasah yaitu: 

a. Prinsip Kedaulatan atau kekuasaan sebagai 

amanah; kedaulatan sebagai salah satu amanah 

yang harus dilaksanakan dengan baik. Oleh 

karena itu, Islam tidak bisa mentolerir segala 

bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan 

kekuasaan.
42

 Sebagaimana terdapat di dalam 

surah An-Nisa’ ayat 58 yang berbunyi: 

مْخُمْٰةَيْنَٰ
َ
وَاِذَاٰحَك وْلِىَاٍٰۙ

َ
ٰٓىٰا مٰنٰجِٰاِل

َ
ا
ْ
واٰال نْٰحُؤَدُّ

َ
مْٰا

ُ
مُركُ

ْ
ٰيَأ َ ٰاللّٰه اِنَّ

ٰ َ ٰاللّٰه مْٰةِهِٰٰٖۗاِنَّ
ُ
اٰيَػِظُك ٰنِػِمَّ َ ٰاللّٰه ػَدْلِِٰٰۗاِنَّ

ْ
مُيْاٰةِال

ُ
ك حْ

َ
نْٰت

َ
النَّاسِٰا

انَٰسَمِيْػًاٰۢةَصِيْدًاٰ
َ
ٰ(2ٰ:75النساءۤ/)٥٨ٰٰك

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanah kepada pemiliknya. 

Apabila kamu menetapkan hukum di antara 

manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah 

                                                           
41 Ibid. 
42 Mutiara Fahmi, ―Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-

Qur’an,‖ Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah 2, no 1 (2017): 33–43. 
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Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (An-

Nisa'/4:58) 

 

b. Prinsip Musyawarah (syuro); merupakan suatu 

proses pengambilan keputusan dalam segala 

permasalahan sosial yang dilakukan atas dasar 

kesepakatan bersama. Prinsip ini dapat 

membantu dalam memilih sebuah keputusan atau 

kebijakan pemerintah dalam mengatur sebuah 

pemerintahan itu sendiri. Suatu pemerintahan 

atau otoritas yang ditegakkan dengan cara 

otoriter tidak akan sejalan dengan prinsip-prinsip 

Islam.
43

 Prinsip ini terdapat dalam salah satu 

surah al-Qur’an yaitu Asy-Syura ayat 38 yang 

berbunyi: 

ٰا كَامُيا
َ
ٰوَا هِمْ ِ

ٰلِرَب  ٰاسْخَجَاةُيْا ذِينَْ
َّ
مْرُوُمْٰوَال

َ
ٰوَا يةََۖ

ٰ
ل لصَّ

اٰرَزَكْنٰىُمْٰيُنْفِلُيْنٌَٰٰۚ :24ٰ)ٰالشيرى/٣٨ٰشُيْرٰىٰةَيْنَىُمَْٰۖوَمَِِّ

85)ٰ
“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-

orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan 

dan melaksanakan salat, sedangkan urusan 

mereka (diputuskan) dengan musyawarah di 

antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian 

dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada 

mereka;” (Asy-Syura/42:38) 

 

c. Prinsip Keadilan (Al-„adalah); merupakan kunci 

utama penyelenggaraan negara. Istilah keadilan 

dalam hukum berarti semua warga negara 

mempunyai kedudukan yang sama di hadapan 

hukum. Dengan adanya keadilan dalam suatu 

pemerintahan akan menyeimbangkan atau 

menyamakan hak-hak antara setiap warga negara 

                                                           
43 Fitriyani, Abd. Basir, and Abdul Rouf Fansyuri, ―Konsep-Konsep Negara 

Dalam Fiqh Siyasah,‖ FARABI 19, no 1 (June 2022): 11. 
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dan antara pemerintah dan rakyat.
44

 Sebagaiman 

dalam surah An-Nahl ayat 90: 

لُرْبٰىٰوَيَنْهٰىٰ
ْ
ٰذِىٰال ٰوَاِيتَْائِۤ اِحْسَانِ

ْ
ٰوَال ػَدْلِ

ْ
ٰةِال مُرُ

ْ
ٰيَأ َ ٰاللّٰه اِنَّ

رُوْنَٰ
َّ
مْٰحَذَك

ُ
ك
َّ
ػَل
َ
مْٰل

ُ
تَغْيِٰيَػِظُك

ْ
رِٰوَال

َ
مُنْك

ْ
فَحْشَاۤءِٰوَال

ْ
)٩٠ٰٰٰغَنِٰال

ٰ(51ٰ:19النحل/
“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, 

berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan 

kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan 

keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia 

memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu 

ingat”. (An-Nahl/16:90) 

 

d. Prinsip Persamaan (Al-musawah); dalam ajaran 

Islam, setiap manusia baik laki-laki maupun 

perempuan mempunyai hak untuk memilih dan 

mengemukakan pendapat dan tidak ada 

perbedaan antara asal usul, bahasa, kaya atau 

miskin serta keyakinan yang dianutnya. Karena 

jauh di dalam al-Quran, apa yang membedakan 

manusia adalah ketaatannya. Sebagaimana firman 

Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13: 

مْٰي
ُ
نٰك

ْ
ٰوَجَػَل نْثٰى

ُ
ا ٰوَّ رٍ

َ
ٰذكَ نْ ٰم ِ مْ

ُ
لْنٰك

َ
ٰخَل ٰاِنَّا ٰالنَّاسُ يُّىَا

َ
ْٰٰٰٓا

ٰ ِ ٰاللّٰه ٰغِنْدَ مْ
ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
ٰا ٰاِنَّ يْاٌٰۚ ُـ ٰلِخَػَارَ

َ
كَتَاىِٕۤل ٰوَّ شُػُيْةاً

ٰعَلِيْمٌٰخَتِيْدٌٰ َ ٰاللّٰه مِْٰۗاِنَّ
ُ
حْلٰىك

َ
ٰ(21ٰ:58)ٰالحجرٰت/١٣ٰا

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu 

saling mengenal. Sesungguhnya yang paling 

mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang 

                                                           
44 Syaikh Syaukat Hussain, Human Right In Islam (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1996), 59. 
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yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Mahateliti”. 

(Al-Hujurat/49:13) 

 

e. Prinsip Perdamaian; Islam merupakan agama 

yang membawa kedamaian dan rahmat. Oleh 

karena itu, Al-Quran menganjurkan agar manusia 

mengutamakan perdamaian dalam berurusan 

dengan orang lain.
45

 Sebagaiman yang terdapat 

dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi: 

َٰ مْٰوَاحَّلُياٰاللّٰه
ُ
خَيَيْك

َ
صْلِحُيْاٰةَيْنَٰا

َ
ا َـ ٰ مُؤْمِنُيْنَٰاِخْيَةٌ

ْ
ٰاِنَّمَاٰال

مْٰحُرْحَمُيْنَٰ
ُ
ك
َّ
ػَل
َ
ٰ(21ٰ:59)ٰالحجرٰت/١٠ٰٰࣖل

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu 

bersaudara, karena itu damaikanlah kedua 

saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah 

kepada Allah agar kamu dirahmati”.(Al-

Hujurat/49:10) 

 

4. Teori Siyasah Tanfidziyah 

Berdasarkan pemaparan yang disajikan, penulis 

bermaksud menggunakan teori siyasah tanfidziyah dalam 

penelitian ini. Siyasah tanfidziyah merupakan salah satu 

bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai politik 

pelaksanaan perundang-undangan.
46

 Adapun pengertian 

siyasah tanfidziyah menurut ahli sebagai berikut: 

a. Menurut al-Maududi, tanfidziyah merupakan 

lembaga eksekutif dalam Islam. al-Maududi juga 

berpendapat bahwa dalam arti yang lebih luas, 

tanfidziyah mengacu pada lembaga eksekutif, 

lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. 

                                                           
45 Abu A'la Al-Maududi, Sistem Politik Islam, (Bandung: Mizan, 1993), 247. 
46 Ullynta Mona Hutasuhut et al., ―Problematika Implementasi Kebijakan 

Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: 

Perspektif Siyasah Dusturiyah,‖ AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law 2, no. 2 

(2022): 146. 
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Pemimpin dalam siyasah tanfidziyah disebut 

dengan khalifah atau Amir.
47

 

b. Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, siyasah 

tanfidziyah merupakan salah satu bagian dari 

ruang lingkup siyasah syar‟iyyah. Siyasah 

tanfidziyah adalah lembaga yang berwenang 

untuk melaksanakan dan menetapkan undang-

undang atau bisa disebut dengan badan eksekutif 

dalam negara Islam. Kewenangan ini dimiliki 

Kepala Pemerintah yang disebut dengan ulil amri 

dan umaro beserta jajarannya untuk 

mengimplementasikan tujuan Islam yang 

tertuang dalam maqosid syari‟ah melalui 

peraturan, kebijakan, dan instruksi yang harus 

sesuai dengan prinsip Islam. 

 

Dari perspektif al-Qur’an, Masykuri Abdillah 

menyatakan bahwa ada ayat-ayat yang melatarbelakangi 

pembentukan badan eksekutif, termasuk parlemen dan 

yudikatif, yakni dalam An-Nisa’ ayat 57-59.
48

 Khusus 

mengenai kekuasaan eksekutif, hal ini diatur dalam ayat 59, 

yang berbunyi: 

ٰيٰٰٓ مْرِ
َ
ا
ْ
ىٰال ولِ

ُ
ٰوَا

َ
سُيْل طِيْػُياٰالرَّ

َ
ٰوَا َ طِيْػُياٰاللّٰه

َ
مَنُيْْٓاٰا

ٰ
ٰا ذِينَْ

َّ
يُّىَاٰال

َ
مٌْٰۚا

ُ
مِنْك

ٰ ِ نْخُمْٰحُؤْمِنُيْنَٰةِاللّٰه
ُ
كٰ سُيْلِٰاِنْ ٰوَالرَّ ِ اللّٰه ىٰ

َ
وْهُٰاِل رُدُّ َـ اِنْٰتَنَازَغْخُمْٰفِيْٰشَيْءٍٰ َـ

اٰ
ً
وِيْل

ْ
حْسَنُٰحَأ

َ
ا خِرِِٰۗذٰلِكَٰخَيْدٌٰوَّ

ٰ
ا
ْ
يَيْمِٰال

ْ
ٰ(2ٰ:71)ٰالنساۤء/٥٩ٰٰࣖوَال

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang 

kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat 

tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur‟an) 

dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan 

                                                           
47 Al-Maududi Abu A’la, Sistem Politik Islam, cet IV 1995 (Bandung: 

Penerbit Mizan, 1975), 247. 
48 Masykuri Abdillah, Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 4. 
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hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih 

bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (An-Nisa'/4:59) 

Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, umat Islam 

diperintahkan untuk menaati kepala pemerintah selama 

mereka menaati Allah dan Rasulullah serta menjauhi dosa 

dan kemaksiatan.
49

 Perintah ini terdapat dalam surah Al-

Kahfi ayat 28: 

ٰيُرِيْدُوْنَٰ ِ
ػَشِي 

ْ
ٰوَال ؾَدٰوةِ

ْ
ٰةِال هُمْ ٰرَبَّ ٰيَدْغُيْنَ ذِينَْ

َّ
ٰال ٰمَعَ ٰنَفْسَكَ وَاصْبِدْ

ٰمَنْٰ ٰحُطِعْ ا
َ
وَل نْيَاٌٰۚ ٰالدُّ حَيٰيةِ

ْ
ٰال ٰزِيْنَثَ حُرِيْدُ ٰغَنْىُمٌْٰۚ ٰغَيْنٰكَ ٰحَػْدُ ا

َ
ٰوَل وَجْىَهٗ

ٰ
ْ
ؽْفَل

َ
رُطًاٰا ُـ مْرُهٰٗ

َ
انَٰا

َ
رِنَاٰوَاحَّتَعَٰوَيٰىهُٰوَك

ْ
تَهٰٗغَنْٰذكِ

ْ
 ٢٨ٰنَاٰكَل

ٰ(55ٰ:45)الكىؿ/
“Bersabarlah engkau (Nabi Muhammad) bersama orang-

orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari 

dengan mengharap keridaan-Nya. Janganlah kedua matamu 

berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan 

kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang 

hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami serta 

menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati 

batas”.(Al-Kahf/18:28) 

Tujuan dari adanya siyasah tanfiziyyah adalah untuk 

menegakan pedoman- pedoman Allah yang ada dalam al-

Qur’an dan Sunnah serta untuk meyiapkan masyarakat agar 

mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar 

dijalankan dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Karakteristik lembaga eksekutif inilah yang kemudian 

membedakannya dari lembaga eksekutif negara non-

muslim.
50

 

                                                           
49 Abul A’la Maududi, The Islamic Law and Constitution, Ter. Asep Hikmat, 

―Sistem Politik Islam‖ (Bandung: Mizan, 1990), 274. 
50 Muhammad Iqbal and Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam: 

Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2010), 185. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, fiqh ini berhubungan 

dengan lembaga eksekutif dalam suatu sistematika politik 

pemerintahan di suatu negara. Lembaga eksekutif biasanya 

berhubungan dengan presiden, raja, ratu, sultan, yang dalam 

keseharian pemerintahannya menerapkan beberapa aturan 

hukum yang dibuat oleh lembaga eksekutif pada masyarakat 

di negaranya dengan tujuan untuk mencapai ketertiban dan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem presidensial 

menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan 

langsung di pimpin olehnya, sedangkan dalam sistem 

parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana 

menteri. Dalam sistem parlementer pula perdana menteri 

beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan 

eksekutif yang bertanggung jawab, sedangkan raja dalam 

monarki konstitusional dinamakan ―bagian dari badan 

eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat (the king can do 

no wrong)‖. Sehingga jika ditarik kesimpulan maka dalam 

lembaga eksekutif merupakan lembaga yang secara khusus 

bertugas untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang telah 

disusun oleh legislatif dalam tatatan kehidupan bernegara 

demi terwujudnya kemaslahatan bersama.
51

 

Sedangkan dalam Islam, kekuasaan bidang Siyasah 

tanfiziyyah atau eksekutif memiliki beragam bentuk dengan 

sebutan imamah, khalifah, amir, dan wazir. 

a. Imamah/Imam 

Imam adalah pemimpin dengan pengikut 

yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu atau 

tempat.
52

 Di bawah Imam ada empat macam 

kekuasaan (lembaga) negara dengan tugas yang 

berbeda-beda, yaitu: 

1) Lembaga yang kewenangannya 

bersifat umum dalam tugas 

                                                           
51 Andries Lionardo, Administrasi Pemerintahan Daerah (Malang: Tunggal 

Mandiri Publishing, 2012), 30. 
52 Abdul Syukur al-Azizi, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak 

Peadaban Di Barat Dan Di Timur (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 117. 
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umum/menteri (wazir), tugasnya 

adalah mewakili imam dalam segala 

hal tanpa kecuali. 

2) Instansi yang kewenangannya bersifat 

umum dalam tugas khusus/pemimpin 

daerah (amir). 

3) Institusi dengan kewenangan khusus 

seperti hakim ketua (qadi al-quḍat), 

pimpinan tentara, satpam. daerah 

perbatasan, direktorat, penanggung 

jawab pajak dan penanggung jawab 

zakat. Tugas mereka masing-masing 

terbatas pada penyelidikan khusus di 

semua penugasan. 

4) Lembaga yang mempunyai 

kewenangan khusus untuk tugas 

khusus, seperti hakim daerah, 

pemeriksa pajak daerah, dan 

komandan militer daerah. 

b. Khilafah/Khalifah 

Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam 

yang melanjutkan sistem pemerintahan Nabi 

Muhammad SAW dengan segala aspeknya 

berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi 

Muhammad SAW. Sedangkan Khalifah adalah 

pemimpin tertinggi umat Islam.
53

 

Pada dasarnya tugas dan kewajiban 

Khalifah sangatlah berat. Cakupan 

kepemimpinannya tidak hanya dalam hal-hal 

tertentu, seperti ibadah atau mu'amalah, tetapi 

mencakup penegakan semua sistem agama atau 

syari'ah dan pengelolaan urusan duniawi umat. 

Tanggung jawabnya tidak hanya untuk urusan 

dunia, tetapi mencakup urusan akhirat. Tugasnya 

tidak sebatas menjaga keamanan dalam negeri, 

                                                           
53 Ibid, 347. 
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tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang 

dapat melindungi minoritas Muslim yang tinggal 

di negara-negara kafir.
54

 

c. Wizarah/Wazir 

Ada dua macam wizarah (kementerian), yaitu: 

1) Wizarah al-Tafwid (Kementerian Delegasi), 

Wazir yang diberi tugas/wewenang 

mengatur urusan (negara dan pemerintahan) 

berdasarkan pemikiran dan ijtihad wazir 

sendiri serta mengikuti pendapat hakim. 

Namun, mereka juga berhak menangani 

perkara pidana (mazalim) baik secara 

langsung maupun melalui kuasa kepada 

orang lain. 

2) Wizarah al-Tanfi (Pelaksana Kementerian) 

adalah wazir yang hanya melaksanakan apa 

yang diperintahkan oleh imam dan 

melaksanakan apa yang telah diputuskan 

oleh imam, misalnya mengangkat wali dan 

menyiapkan tentara. 

Secara keseluruhan, bentuk-bentuk tersebut memiliki 

makna sebagai pemimpin dalam melaksanakan urusan-

urusan di Daerah kekuasaannya, baik dalam aspek 

Pemerintahan, atau urusan dunia lainnya. Khusus untuk 

Khalifah, khalifah mengemban tugas untuk meneruskan 

tugas kenabian yang wajib mengurus urusan Agama.
55

 

B. Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

1. Pengertian Implementasi 

Kata implementasi cukup sering digunakan di 

beberapa penelitian hukum. Untuk itu penting diuraikan 

lebih lanjut perihal pengertian dari implementasi. Beberapa 

                                                           
54 Program khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim 
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ahli juga turut memberikan pendapatnya tentang arti dari 

implementasi. Berikut akan peneliti uraikan mengenai 

definisi peneliti dari pandangan ahli: 

a. Menurut Mulyadi, implementasi adalah 

perbuatan yang bertujuan untuk mentapkan 

keputusan yang telah disusun sebelumnya. 

Perbuatan yang dilakukan ini adalah suatu usaha 

untuk merubah keputusan yang ada demi 

tercapainya perubahan baik dalam skala kecil 

maupun besar seperti yang telah direncanakan 

dan diputuskan sebelumnya.
56

  

b. Menurut Jones dalam teorinya yang berjudul 

―Those Activities directed toward putting a 

program into effects.‖ Implementasi dapat 

diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan 

demi tercapainya program tertentu dan terlihat 

hasilnya. Sehingga secara garis besar 

implementasi merupakan jalan perantara agar 

suatu kebijakan yang dibentuk dapat mencapai 

tujuan yang hendak dicapainya.
57

   

c. Menurut Ekawati, implementasi adalah adanya 

perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun 

kelompok baik dalam ranah privat maupun 

publik yang mengacu pada serangkaian tujuan 

dan juga keputusan kebijakan yang telah disusun 

sebelumnya.
58

 

d. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Syaukani 

yang berpendapat bahwa implementasi yaitu 

tahapan dalam pelaksanaan kebijakan publik di 
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dalam suatu negara. Implementasi dilakukan 

setelah kebijakan dirumuskan secara jelas.
59

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, menurut 

pandangan peneliti, kata implementasi dapat diartikan 

sebagai proses dari pelaksanaan program  yang digunakan 

dalam sebuah institusi seperti instansi negara yang 

melibatkan sarana yang digunakan sebagai alat pendukung 

jalannya program. 

 

2. Indikator Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung 

Tunai 

Menurut Achmad Sodikin, terdapat tiga indikator 

yang menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan 

penyaluran bantuan langsung tunai, yaitu tepat sasaran, tepat 

waktu, dan tepat jumlah. Berikut akan peneliti uraikan 

perihal ketiga indicator tersebut: 

a. Tepat Sasaran berarti bahwa penyaluran bantuan 

langsung tunai dana desa dari pemerintah telah 

teralokasikan sesuai dengan jumlah penerima 

bantuan tersebut yang telah ditetapkan 

pemerintah. 

b. Tepat Waktu artinya jadwal pelaksanaan bantuan 

langsung tunai dana desa dari pemerintah sesuai 

dengan waktu yang ditetapkan. 

c. Tepat Jumlah artinya nominal dana dari bantuan 

langsung tunai yang disalurkan harus diterima 

masyarakat miskin yang memenuhi kriteria 

tertentu sudah sesuai dengan nominal dana yang 

telah ditetapkan pemerintah.
60 

 

                                                           
59 Imam Syaukani, Cover Image Regulasi Zakat Dan Kesejahteraan Sosial: 

Studi Legislasi Dan Implementasi Perda Zakat Di Daerah (Jakarta: Badan Litbang 
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3. Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Pada masa ketika Indonesia maupun dunia diserang 

virus Covid-19, beberapa sektor turut terdampak, salah satu 

sektor yang terkena dampak dari adanya situasi akibat 

Covid-19 adalah sektor ekonomi. Seluruh masyarakat 

Indonesia dipaksa untuk mengurangi aktivitas di luar rumah 

dan merupakan kewajiban untuk melakukan segala aktivitas 

termasuk bekerja dari dalam rumah. Hal ini yang 

memberikan kemudian berdampak kepada masyarakat dalam 

tingkatan ekonomi menengah ke bawah, sebab masyarakat 

pada bagian ini sangat bergantung kepada pekerjaan harian 

dan biasanya hanya dapat dilakukan di luar rumah.
61

  

Akibatnya masyarakat yang berada skala menengah 

kebawah ini berada pada situasi ekonomi yang sulit, pada 

situasi normal saja mereka masih kesulitan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, ditambah pada masa pembatasan 

kegiatan oleh pemerintah, mereka dipaksa untuk mengurangi 

kegiatan pekerjaan mereka, sehingga mengakibatkan mereka 

semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
62

 

Perihal situasi dan kondisi yang demikian, pemerintah 

kemudian membuat suatu program yang secara khusus 

ditujukan untuk membantu masyarakat miskin yang terkena 

dampak Covid-19. Program tersebut disebut dengan Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) yang ditujukan kepada masyarakat 

yang masuk dalam kategori miskin. 

Sebelum membahas lebih dalam mengenai bantuan 

yang diberikan pemerintah tersebut, terlebih dahulu peneliti 

akan menguraikan tentang definisi atau pengertian dari 

Bantuan Langsung Tunai yang dikemukakan oleh para ahli: 

a. Menurut Wibawa yang memberikan pendapatnya 

bahwa yang dimaksud dengan Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) merupakan suatu program khusus 

yang berjangka waktu pendek sebagai suatu 

kompensasi akibat adanya kebijakan yang 
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dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan utama dari 

adanya program tersebut adalah untuk 

memberikan bantuan kepada masyarakat 

terutama bagi mereka yang miskin dan tidak 

memiliki kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan harian.
63

 

b. Tangkilisan juga berpendapat mengenai arti dari 

BLT, yaitu suatu program kompensasi yang 

memiliki jangka waktu yang pendek dengan 

sasarannya adalah kehidupan rumah tangga dari 

masyarakat. Namun keadaan perekonomian 

rumah tangga yang dapat menerima BLT adalah 

yang masuk dalam kategori miskin. Walaupun 

hadirnya BLT bukan untuk menanggulangi atau 

sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan, 

namun BLT diberikan oleh masyarakat dalam 

rangka untuk menanggulangi kemiskinan pada 

masa-masa tertentu, misalnya saat harga 

kebutuhan pokok naik dan masyarakat miskin 

tidak dapat membeli kebutuhan hariannya dengan 

baik.
64

 

c. Suharto mendefinisikan Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) sebagai suatu bantuan yang biasanya 

diberikan oleh pemerintah dalam bentuk uang 

tunai yang langsung diterima oleh masyarakat. 

Kategori masyarakat yang berhak untuk 

mendapatkan BLT adalah mereka yang masuk 

kategori miskin dan di diberikan kepada sektor 

rumah tangga. Besaran uang tunai yang diberikan 

oleh pemerintah berkisar antara Rp. 600.000,- 

atau Rp. 300.000,-. Tujuan diberikannya BLT 

ada bebera hal, yaitu: 
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1) Untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah 

tangga dari masyarakat miskin; 

2) Untuk mencegah penurunan taraf hidup 

masyarakat; 

3) Mencapai kesejahteraan masyarakat miskin; 

4) Memenuhi tanggung jawab pemerintah 

sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

mengenai pemerintah yang berkewajiban 

untuk memelihara dan memenuhi 

kesejahteraan hidup masyarakat miskin. 

Dalam pemberian BLT tersebut, pemerintah 

berharap supaya masyarakat dapat 

menggunakannya dengan sebaik mungkin 

dan tidak disalah gunakan untuk membeli 

hal yang tidak diperlukan serta tidak sesuai 

peruntukannya.
65

 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) tersebut, peneliti dapat memberikan 

kesimpulan bahwa yang disebut dengan BLT adalah suatu 

bantuan yang khusus diberikan oleh pemerintah kepada 

masyarakat miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan 

dasar untuk kehidupan hariannya. 

Sedangkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau 

selanjutnya disebut BLT-Dana Desa merupakan bantuan 

uang tunai kepada warga miskin di desa yang bersmber dari 

Dana Desa untuk megurangi dampak ekonomi dari wabah 

covid dan mengurangi kemiskinan.
66

  

Dana Desa sendiri didefinisikan sebagai dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer 

melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
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pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai 

bentuk komitmen negara dalam melindungi dan 

memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan 

demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat 

menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju 

masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan 

adanya dana desa ini diharapakan desa dapat 

mengembangkan sumber daya manusia (SDM), sumber daya 

alam (SDA) yang ada di desa dengan mengatur dan 

mengurus urusan desa ini.
67

 

Pada tahun 2021 dimana fokus penggunaan Dana 

Desa untuk menanggulangi dampak dari pademi Covid-19. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 222/PMK-07/2020 Pasal 23 ayat 4 

penyaluran dana desa memiliki 3 tahap yaitu: 

a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari 

pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 

5) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana 

Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana 

Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa 

bulan kesatu sampai dengan bulan kelima 

paling cepat bulan Januari. 

6) Kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan 

kesatu sampai dengan bulan kelima paling 

cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan 

paling cepat masing-masing bulan 

berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan 

bulan kelima. 

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari 

pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 

1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana 

Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana 
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Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa 

bulan keenam sampai dengan bulan 

kesepuluh paling cepat bulan Maret. 

2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa 

bulan keenam sampai dengan bulan 

kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk 

bulan keenam dan paling cepat masing-

masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh 

sampai dengan bulan kesepuluh 

c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari 

pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 

1) 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana 

Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana 

Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas 

sampai dengan bulan kedua belas paling 

cepat bulan Juni. 

2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa 

bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua 

belas paling cepat bulan Novermber untuk 

bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan 

November untuk bulan kedua belas.
68

 

Tujuan diberikan BLT ini supaya masyarakat 

memiliki daya beli yang baik dan dapat memenuhi segala 

sesuatu yang dibutuhkan untuk menunjang hidup. BLT ini 

biasanya diserahkan secara langsung dengan berbagai 

macam mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah desa. 

Bantuan Langsung Tunai yang diberikan oleh 

pemerintah berkaitan dengan tujuannya untuk membantu 

masyarakat miskin, m erupakan salah satu bentuk penerapan 

dari Al-Quran yang memberikan perhatian lebih mengenai 

kemiskinan. Dalam ayat Al-Quran terdapat salah satu surat 

yang tertulis mengenai perintah untuk memberikan bantuan 

nafkah kepada mereka yang membutuhkan, berikut 

kutipannya: 
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مَنُيْاٰ
ٰ
ذِيْنَٰا

َّ
ال َـ يْهِِٰۗ ِـ فِيْنَٰ

َ
سْخَخْل مْٰمُّ

ُ
ك
َ
اٰجَػَل نْفِلُيْاٰمَِِّ

َ
ٰوَرَسُيْلِهٰٖوَا ِ مِنُيْاٰةِاللّٰه

ٰ
ا

تِيْدٌٌٰۚ
َ
كٰ جْرٌ

َ
ىُمْٰا

َ
نْفَلُيْاٰل

َ
مْٰوَا

ُ
ٰ(75ٰ:5)ٰالحديد/٧ٰمِنْك

“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah 

(di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan 

kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam 

(penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di 

antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) 

memperoleh pahala yang sangat besar”. (Al-Hadid/57:7) 

Menurut ini dari surat tersebut, disebutkan bahwa bagi 

masyarakat yang beriman haruslah membantu seseorang 

yang membutuhkan, artinya dalam hal ini pemerintah 

memberikan suatu bantuan untuk membantu kaum miskin 

yang memang membutuhkan bantuan. 

4. Landasan Hukum Penyaluran Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa 

Sebelum BLT dilaksanakan dan mulai disalurkan 

kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pembentukan 

dasar hukum untuk melindungi pelaksanaan BLT tersebut 

supaya sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia 

dan sesuai dengan tujuan awal dilakukannya BLT. Berikut 

beberapa landasan hukum dari pelaksanaan bantuan 

langsung Tunai (BLT), yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman-Ancaman 

yang membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

Undang-Undang. 
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b. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 

tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT 

No. 11 Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan 

BLT Dana Desa dapat di lihat pada Pasal 8, Pasal 

8A. 

c. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 7 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa. 

d. Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang 

Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait 

dengan BLT-Dana Desa dapat di lihat pada Pasal 

24 Ayat (2), Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 25A, 

Pasal 25B, Pasal 32, Pasal 32A, Pasal 34, Pasal 

35, Pasal 47A, dan Pasal 50. 

e. Peraturan Menteri Keuangan No. 

50/PMK.07/2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Keuangan No. 

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana 

Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana 

Desa dapat di lihat pada Pasal 32A. 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Sebagai 

rujukan dalam pengelolaan keuangan desa untuk 

mendukung pengelolaan BLT-Dana Desa. 

g. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 

2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 

2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan 

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Dana Desa. 

i. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Satu 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa 
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Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa 

Khusus. 

j. Surat Menteri Desa PDTT No. 

1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 

perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes 

PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 

Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 menjadi 

Permendes PDTT No. 06 Tahun 2020. 

k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian 

Desa PDTT No. 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 

April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan 

Keluarga Calon Penerima BLT- Dana Desa. 

l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian 

Desa PDTT No. 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 

April 2020 Perihal Penegasan Petunjuk Teknis 

Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana 

Desa. 

m. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No. 

11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal 

Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS) dan Non-DTKS Dalam Pemberian 

Bantuan Sosial Kepada Masyarakat. 

n. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian 

Desa PDTT No. 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 

April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
69

 

o. Peraturan Bupati di setiap kabupaten tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa.
70

 

p. Pasal 36, Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang 

Pengelolaan Dana Desa. 
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q. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. 

Seiring berjalannya waktu Covid-19 sudah mulai 

membaik namun belum bias dikatakan menghilang 

sepenuhnya, oleh karena itu pemerintah kembali 

memberikan bantuan berupa dana bantuan langsung secara 

tunai kepada masyarakat sehingga kemudian untuk 

menjamin pelaksanaan kegiatan tersebut diberikan aturan 

hukum yang berfungsi untuk melindungi pelaksanaan 

pemberian BLT di tahun 2023 tersebut.
71

 

 

5. Syarat dan Tujuan Penerima Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa 

Pada pelaksanaan pemberian BLT bagi masyarakat, 

tentunya pemerintah memberikan beberapa persyaratan 

khusus kepada masyarakat yang berhak untuk menerima 

BLT tersebut. Pemberian syarat khusus tersebut adalah 

dimaksudkan supaya pemberian bantuan tersebut tepat guna 

dan tepat sasaran, sebab tidak semua masyarakat akan 

diberikan bantuan oleh pemerintah. Oleh sebab itu 

masyarakat memberikan sejumlah persyaratan bagi pihak 

yang memang memiliki hak terhadap penerimaan BLT 

tersebut.  

Berkaitan dengan penerimaan BLT Dana Desa, 

pemerintah memberikan beberapa persyaratan, untuk syarat 

utamanya adalah BLT diperuntukan bagi masyarakat yang 

masuk kategori fakir miskin dan terdaftar pada Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata 

(exclusion error). Syarat lainnya adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Calon penerima BLT Covid-19 dipastikan 

tidak menerima BLT lain atau bantuan sosial dari 

pemerintah pusat, contohnya BLT dari Dana 
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Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan 

(PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan 

Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu 

Prakerja; 

b. Calon penerima BLT adalah mereka yang 

kehilangan pendapatan atau mata pencaharian; 

c. Mempunyai anggota kelurga yang rentan sakit 

menahun atau kronis;
72

 

d. BLT diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk 

kategori miskin dan terdaftar pada daerah atau 

wilayah domisili setempat; 

e. Calon penerima BLT wajib terdaftar atau 

memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan 

juga Kartu Tanda Penduduk (KTP), namu apabila 

keadaan tidak memungkinkan namun calon 

tersebut memenuhi persyaratan lainnya, maka 

calon tersebut berhak untuk menerima bantuan 

tersebut; 

f. Hal yang tidak wajib adalah calon penerima 

memiliki nomor rekening yang aktif untuk 

nantinya bantuan akan disalurkan secara non 

tunai, namun apabila tidak memungkinkan maka 

bantuan dapat disalurkan secara tunai.
73

 

Selain persyaratan untuk menerima BLT terdapat pula 

tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah sekaligus yang 

melatarbelakangi diadakannya pemberian BLT bagi 

masyarakat yang masuk kategori miskin. Untuk tujuan dari 

pemerintah adalah: 

a. Untuk menekan akibat atau dampak yang 

ditimbulkan dari adanya kebijakan pemerintah, 

contohnya kebijakan mengenai pembatasan 

kegiatan masyarakat akibat adanya Covid-19; 
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b. Memberikan bantuan kepada masyarakat miskin 

dan tidak memiliki pekerjaan akibat munculnya 

Covid-19, dimana mereka kesulitan untuk 

memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari; 

c. Membangkitkan daya beli masyarakat agar 

kehidupan perekonomian di Indonesia tetap 

berjalan ditengah masa pandemi yang terjadi; 

d. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah 

dan penerapan amanat dalam UUD 1945 perihal 

negara wajib memelihara fakir miskin dan warga 

yang tidak mampu; 

e. Membantu meringkankan serta melindungi 

masyarakat rentan dan miskin dari tekanan 

gejolak akibat masa pandemi yang 

berkepanjangan. 

f. Sebagai program prioritas nasional sesuai 

kewenangan Desa salah satunya untuk 

penanggulangan dan mendukung percepatan 

pengahapusan kemiskinan terutama kemiskinan 

ekstrem.
74

 

 

6. Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana 

Desa 

Apabila Desa melakukan pendataan secara transparan, 

adil, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maka 

Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-

Dana Desa sepanjang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan. Desa dapat menggunakan data desa sebagai 

referensi dan menggunakan DTKS sebagai referensi 

penerima PKH, BPNT dan Dinas ketenagakerjaan untuk 

mengidentifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data 

penerima manfaat JPS tidak tersedia, desa dapat 

menggunakan data ringkasan penerima manfaat dari 

pendamping program jaring pengaman sosial. 

                                                           
74 https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/BLT-

BBM, diakses tanggal 11 Januari 2023. 
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 Berikut merupakan mekanisme pendataan keluarga 

miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta 

penetapan hasil pendataanya: 

Proses Pendataan 

a. Data desa yang memuat profil penduduk desa 

disiapkan oleh perangkat desa sesuai usia, 

kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan 

disabilitas. Data desa merupakan data yang 

dimiliki desa dari hasil pendataan sendiri dan 

olahan. 

b. Dalam pendataan keluarga miskin calon 

penerima BLT-Dana Desa, Kepala Desa 

membentuk dan membagikan surat penugasan 

kepada relawan desa dan/atau satgas Covid-19. 

c. Jumlah pendata wajib berjumlah ganjil dengan 

minimal 3 orang. 

d. Pendataan dilakukan pada tingkat Rukun 

Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan 

memakai formulir pendataan atau jika pada 

tingkat dusun bisa memakai aplikasi Desa 

Melawan Covid-19. 

Proses Konsolidasi dan Verifikasi 

a. Hasil pendataan berdasarkan RT, RW atau dusun 

yang diperoleh relawan desa dan/atau gugus 

tugas COVID-19 akan diverifikasi dan tabulasi 

data. Dalam proses verifikasi syarat penerima 

BLT Dana Desa, dilakukan hal-hal berikut: 

1) Calon penerima bantuan tidak boleh 

keluarga miskin yang penerima PKH atau 

penerima BPNT, dan penerima kartu 

prakerja, jika ada maka akan dikeluarkan. 

2) Melakukan indentifikasi untuk mencari 

prioritas penerima bantuan yang sesuai 

keluarga miskin dan rentan. 

3) Verifikasi status kependudukan calon 

penerima bantuan dari data administrasi 

kependudukan (adminduk) yang dimiliki 
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oleh desa atau dari Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota. 

b. Keluarga miskin dan rentan, seperti wanita 

kepala keluarga. masyarakat lanjut usia, 

penyandang disabilitas dipastikan relawan desa 

dan/atau satgas Covid-19 sebagai prioritas atau 

yang tidak boleh terlewatkan. 

c. Relawan desa dan/atau satgas COVID-19 perlu 

mendokumentasikan foto dan lokasi tempat 

tinggal penerima bantuan secara manual dan 

digital saat melakukan verifikasi dan penentu 

keluarga miskin dan rentan jika memungkinkan. 

d. Jika diketahui ada calon penerima bantuan yang 

belum mempunyai Nomor Induk Kependudukan 

(NIK) maka petugas pendataan mencatat dan 

memberikan data kepada kasi pemerintahan desa 

untuk selanjutnya dapat dibuatkan Surat 

Keterangan Domisili. 

e. Relawan desa dan/atau satgas Covid-19 

menyampaikan hasil verifikasi dan pendataan 

kepada Kepala Desa. 

Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan 

a. Dalam membantu verifikasi dan validasi data 

yang berkaitan calon penerima bantuan, Kepala 

Desa memberikan kemudahan kepada BPD 

dalam melaksanakan musyawarah desa khusus 

dengan menghadirkan perwakilan masyarakat. 

b. Kepala Desa dan BPD mengesahkan daftar 

keluarga miskin calon penerima bantuan yang 

merujuk dari keputusan hasil musyawarah yang 

telah dilakukan. Desa menyalurkan BLT Dana 

Desa bulan pertama. 

c. Kepala Desa menginformasikan daftar calon 

penerima bantuan pada papan informasi di setiap 

dusun dan/atau di tempat-tempat strategis. Dalam 

media informasi publik, desa bisa menggunakan 

website desa atau Sistem Informasi Desa. 
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d. Desa dan BPD bersama masyarakat akan 

melakukan musyawarah apabila ada masyarakat 

mengeluh terhadap daftar calon penerima 

bantuan, sampai menyepakati solusinya. 

Daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana 

Desa (BLT Dana Desa) diberitahukan dan disetujui oleh 

Bupati/Walikota, atau bisa diwakili oleh Camat. Ketika 

pengajuan bulan kedua, desa harus memastikan data 

penerima bantuan sudah disahkan. 

Mekanisme pendataan dan penetapan calon penerima 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) 

sebagai berikut: 

a. Terbitkan SK; Kelompok pendata program BLT 

Dana Desa diterbikan SK oleh Kepala Desa 

sebagai pengesahan relawan desa dan/atau satgas 

COVID-19. 

b. Pendataan; Pendataan pada tingkat RT/RW 

dilaksanakan oleh tim relawan atau dapat 

konsultasi dengan Kepala Dusun. 

c. Verifikasi, Validasi, dan Tabulasi; Hasil dari 

verifikasi, validasi, dan tabulasi data calon 

penerima bantuan, kemudian ditetapkan dalam 

Musdesus. 

d. Penandatanganan Daftar; Daftar calon penerima 

BLT Dana Desa disahkan oleh Kepala Desa dan 

BPD. 

e. Publikasi Daftar; Daftar nama calon penerima 

bantuan desa diumumkan di tempat umum, 

website desa, sistem informasi desa, dan lain-lain. 

f. Pengesahan Daftar; Daftar nama calon penerima 

bantuan disetujui oleh Bupati/Walikota atau 

diwakilikan Camat.
75

 

Dalam Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa Pemerintah menetapkan aturan baru yang 

                                                           
75 KOMPAK (Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia), Panduan 

Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa), 11. 
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membuat penerima BLT Dana Desa 2023 sedikit berbeda 

dari tahun sebelumnya. Penyaluran dilaksanakan oleh 

pemerintah desa dengan metode non-tunai (cash less) setiap 

bulan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah desa 

dan/atau dapat dilaksanakan secara tunai (cash) kepada 

penerima bantuan. Sebagai berikut: 

a. BLT Dana Desa disalurkan setiap bulan dihitung 

dari Januari hingga Desember. 

b. Bantuan ini diberikan berjumlah sebesar Rp. 

300.000,00 tiap bulan untuk setiap keluarga. 

c. Ataupun maksimal tiga bulan sekali, sehingga 

penerima bantuan akan mendapatkan Rp. 

900.000,00 setiap kali pencairan.
76

 

Sehingga berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa 

pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk 

memberikan peyaluran bantuan kepada masyarakat dengan 

sebaik mungkin supaya masyarakat yang memang 

membutuhkan dapat merasakan haknya. 

 

C. Kemiskinan 

1. Definisi Kemiskinan 

Terdapat beberapa definisi atau pengertian tentang 

kemiskinan yang dikemukakan oleh beberapa pihak, berikut 

akan peneliti uraikan mengenai definisi kemiskinan dari 

sudut pandang yang berbeda: 

a. Menurut BKKBN, yang dimaksud dengan 

kemiskinan adalah masyarakat yang masuk 

kategori miskin adalah bagi mereka yang tidak 

mampu melaksanakan ibadahnya dengan baik, 

seluruh anggota keluarga tidak dapat makan 

minimal sehari dua kali, tidak memiliki pakaian 

yang berbeda macamnya untuk keseharian 

dipakai di dalam rumah, bekerja, bersekolah atau 

bepergian, lantai rumahnya adalah berupa lantai 

                                                           
76 ―Bansos BLT Dana Desa 2023,‖ January 31, 2023, 

https://tenggulangbaru.id/artikel/2023/1/31/bansos-blt-dana-desa-2023-dapat-rp-

300000-ini-syaratnya, diakses 11 Januari 2023. 
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tanah, ketika ada anggota keluarga yang sakit, 

tidak mampu untuk membawanya ke dokter.
77

 

b. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 

kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana 

seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan 

pangannya kurang dari 2100 kalori per kapita per 

hari.
78

 

c. World Bank juga turut berpendapat bahwa yang 

dimaksud dengan kemiskinan adalah keadaan 

tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan 

penghasilan USD 2,00 per hari( 1US$ = Rp. 

10.000,00).
79

 

d. Menurut Bappenas bahwa yang dimaksud dengan 

kemiskinan adalah suatu keadaan dimana laki-

laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak 

dasarnya sebagai bagian dari pemenuhan 

martabatnya sebagai manusia.
80

 

Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi 

kemiskinan tersebut, selanjutnya dapat diuraikan beberapa 

poin penting mengenai definisi dari kemiskinan yaitu: 

a. Kemiskinan identik dengan kekurangan secara 

materi yang terdiri dari kekurangan akan 

pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari, 

kebutuhan sandang, perumahan, pelayanan 

kesehatan , dan lain sebagainya; 

b. Identik dengan tidak dapat mencapai kebutuhan 

sosial, seperti tidak mampu memenuhi 

Pendidikan anak, dan juga dalam hak 

berpartisipasi dalam lingkungan bermasyarakat; 

                                                           
77 https://www.bkkbn.go.id/berita-bkkbn-mutakhirkan-data-kemiskinan-

ekstrem, diakses tanggal 11 Januari 2023. 
78 H Nugroho, Kemiskinan, Ketimpangan Dan Kesenjangan (Yogyakarta: 

Aditya Media, 2013), 35. 
79 N Zuhdiyaty, ―Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di 

Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi),‖ Jurnal 

Jibeka 11, no. 2 (2017): 29. 
80 Ibid. 
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c. Gambaran kurangnya penghasilan dan kekayaan 

yang memadai, dan sangat terbatas dan berbeda-

beda melintasi bagian-bagian politik dan 

ekonomi diseluruh dunia. 

2. Faktor Penyebab Kemiskinan 

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia tentunya tidak 

dapat berdiri sendiri tanpa adanya faktor pendukung lainnya, 

berikut akan peneliti uraikan mengenai beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya kemiskinan di Indonesia: 

a. Laju Pertumbuhan Penduduk 

Penduduk di Indonesia memiliki tingkat 

kenaikan atau pertumbuhan yang cukup 

signifikan, Meningkatnya jumlah penduduk 

membuat Indonesia semakin terpuruk dengan 

keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah 

penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan 

jumlah ketergantungan penghasilan yang minim 

ditambah dengan banyaknya beban 

ketergantungan yang harus di tanggung membuat 

penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. 

b. Tidak meratanya pendapatan pada masyarakat 

Indonesia secara nasional, sehingga terjadi 

ketimpangan antara masyarakat yang memiliki 

pendapatan tinggi dengan masyarakat yang 

memiliki pendapatan rendah, sehingga yang kaya 

akan semakin kaya sedangkan yang miskin akan 

semakin jauh tertinggal. 

c. Kemiskinan terjadi akibat dari ketidaksepahaman 

mengenai pola pikir dalam pemanfaatan sumber 

daya yang dimiliki, sehingga terjadi 

ketimpangan, masyarakat yang miskin akan 

mengandalkan sumber daya yang dimilikinya 

dengan kualitas rendah; 

d. Terjadi perbedaan sumber daya manusia, 

semakin rendah kualitas SDM maka 

produktivitas yang dihasilkan pun juga akan 
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semakin rendah hal ini akan berimbas pada 

jumlah upah yang dihasilkan yang juga akan turut 

mengikuti rendahnya kualitas dan produktivitas 

tersebut; 

e. Perbedaan akses dalam modal, dimana 

kemiskinan disebabkan oleh toeri lingkaran setan 

kemiskinan.
81

 

3. Indikator Kemiskinan 

Dalam melakukan pengukuran indikator kemiskinan, 

para pihak turut memberikan pendapatnya masing-masing. 

Badan Pusat Statistik (BPS), menggunakan dua jenis 

pendekatan, yakni Head Count Index (HCI-P0) dan konsep 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan 

dalam pandangan konsep kemampuan pemenuhan 

kebutuhan dasar, warga masyarakat yang masuk kategori 

miskin, dipastikan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar 

dengan layak. Sehingga secara garis besar, indikator 

kemiskinan menurut BPS dibagi menjadi tigas jenis, yaitu: 

a. Untuk mengetahui jumlah penduduk miskin 

maka dilakukan perhitungan garis kemiskinan 

yang didapatkan dari penjumlahan garis 

kemiskinan makanan dan non makanan; 

b. Untuk garis kemiskinan makanan dipersamakan 

dengan nilai pengeluaran kebutuhan makanan 

rata-rata penduduk Indonesia per hari; 

c. Sedangkan garis kemiskinan non makanan 

dihitung berdasarkan pengeluaran perumahan, 

pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
82

 

4. Program Pengentasan Kemiskinan 

Terkait dengan program untuk mengentaskan 

kemiskinan, pada tahun 2022 ini, pemerintahan Presiden 

Joko Widodo tengah mencanangkan beberapa program yang 

                                                           
81 Wijaya Putro, Mintarti, Analisis Determinasi Pertumbuhan Ekonomi Dan 

Kemiskinan (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 30. 
82 Nugroho, Kemiskinan, Ketimpangan Dan Kesenjangan, 35. 
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terbagi dalam 3 klaster dimana masing-masing klaster 

memiliki tujuan dan arahnya masing-masing, seperti: 

a. Klaster I  

Bertujuan untuk mengurangi beban rumah 

tangga yang masuk kategori miskin melalui 

peningkatan akses di bidang kesehatan, 

Pendidikan, air bersih dan juga sanitasi dengan 

cara memberikan bantuan sosial terpadu berbasis 

keluarga. Contoh konkrit dar program klaster ini 

diterapkan dengan munculnya beberapa sub 

program yaitu: 

1) Program Keluarga Harapan (PKH)  

2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  

3) Program Bantuan Siswa Miskin 

(BSM)  

4) Program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (JAMKESMAS)  

5) Program Beras Untuk Keluarga 

Miskin (RASKIN) 

b. Klaster II 

Pada bagian ini memiliki tujuan untuk 

mengembangkan potensi dan juga memperluas 

kapasitas kelompok yang masuk kategori miskin 

untuk terlibat dalam pembangunan negara 

sehingga dapat mengangkat potensi dari 

kelompok marjinal ini. Hal ini dilakukan melalui 

program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat yang diterapkan 

dalam program: 

1) Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM): 

a) PNPM Mandiri Perdesaan  

b) PNPM Perdesaan R2PN 

(Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pulau Nias)  
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c) PNPM Mandiri Agribisnis/SADI 

(Smallholder Agribusiness 

Development Initiative)  

d) PNPM Generasi Sehat Dan 

Cerdas  

e) PNPM Lingkungan Mandiri 

Perdesaan (PNPM-LMP)  

f) Program Pengembangan Sistem 

Pembangunan Partisipatif 

(P2SPP) PNPM Mandiri Respek 

(Rencana Strategis 

Pengembangan Kampung) Bagi 

Masyarakat Papua h. PNPM 

Mandiri Perkotaan  

g) PNPM Mandiri Infrastruktur 

Perdesaan  

h) Pengembangan Infrastruktur 

Sosial Ekonomi Wilayah 

(PISEW) 

i) Program Penyediaan Air Minum 

Berbasis Masyarakat 

(PAMSIMAS)  

j) PNPM-Mandiri Daerah 

Tertinggal Dan 

Khusus/Percepatan 

Pembangunan Daerah Tertinggal 

Dan Khusus (P2DTK) 

k) PNPM Mandiri Kelautan Dan 

Perikanann (PNPM Mandiri-KP)  

l) PNPM-Mandiri Pariwisata  

m) PNPM-Mandiri Perumahan dan 

Permukiman (PNPM-Mandiri 

Perkim)  

2) Program Perluasan Dan 

Pengembangan Kesempatan 

Kerja/Padat Karya Produktif 

 



56 

 

 

c. Klaster III 

Klaster terakhir ini memiliki tujuan untuk 

memberikan akses dan menguatkan secara 

ekonomi bagi pelaku usaha mikro atau kecil, 

dengan cara penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan usaha mikro dna kecil. 

Program konkritnya adalah berupa Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Bersama 

(KUBE).
83
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